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Laporan Pesialsuman
Doktimen Perfanjan Efnerja (PEREDY) Perubahan DESDM Takum 2025

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala dengan limpahan rahmat serta
hidayah-Nya Dinas Energi dan Sumber Dava Mineral Provinsi Banten telah menyusun
Laporan Perubahan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Tahun
2025 baik itu di level Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV serta
Pejabat Penyetaraan Fungsional tertentu.

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja nanmun
diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk mewujudkan target-target vang sudah
ditetapkan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi
Banten.

Akhir kata, kepada semua pihak vang telah berperan serta dalam proses penyusunan
laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga kinerja yang ditetapkan dapat dicapai
dengan baik dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi peningkatan pembangunan
dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Serang, November 2025

KEFPATLA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




Laporan Pesialsuman

Doktimen Perfanjtan Efnerfa (PEREDY) Perubahan DESDM Tahum 2025

DAFTAR LAMPIRAN

. Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2025.

. Perjanjian Kinerja Eselon III di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2025.

. Perjanjian Kinerja Eselon IV di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2025,



[AMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Tahun 2025,



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRA SONI

Jabatan . GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjaniji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 November 2025
Pihak Kedua, /; Pihak Pertama,

__/%;‘,:'{E'H.- “"‘-‘\_. ’w' ’ .




SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA DPPA TA-2025
MINERAL
o : . : _ . |
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ! SATUAN | TARGET |
1 | Meningkatnya Rasio Rasio Elektrifikasi | Persen 100 J
| Elektrifikasi Daerah | ) - ) |
2 | Meningkatnya Pengelolaan Porsi EBT dalam Bauran Energi | Persen 553 |
| |EnergiTerbarukan | Kewenangan Provinsi I I
3 | Menurunnya Emisi Gas Rumah | Persentase Penurunan Emisi Gas | Persen 1,14 |
Kaca Sektor Energi Rumah Kaca Sektor Energi | |
4 | Meningkatnya Pengelolaan Persentase Pelayanan Kegeologian |  Persen 3591 |
Geologi Tata Lingkungan o _ R o
5 | Meningkatnya Tata kelola Persentase Tata kelola Persen 16,71
Pertambangan Mineral dan Pertambangan Mineral dan i
Batubara Kewenangan Provinsi | Batubara Kewenangan Provins] |




BELANJA DAERAH

KODE I BIDANG unusm;rnuamn ANGGARAN (Rp) @ KETERANGAN
3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI | 45,610.115.700 PAPBD
| DAN SUMBER DAYAMINERAL B
3.2901 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 22.697.509.650 PAPBD
_ PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ] B
3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 949,436.000 PAPBD |
3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN 543.858.000 PAPBD
- BATUBARA - e
3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU 5.566.413.800 PAPBD
| TERBARUKAN
3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 15.852.898.250 PAPBD
’ JUMLAH 45.610.115.700

GUBERNUR BANTEN, _ KEPALA DINAS




LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III Dinas Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Tahun 2025,



BANTEN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . YIYI BOCHARI, S.Sos, M.Si
Jabatan . Pit. SEKRETARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BANTEN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjaniji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

230 200212 1 008 NIP. 1971 200112 1 003



SATUAN KERJA: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA DPPA TA-2025
MINERAL
Sasaran Programdan |  Indikator Kinerja
| No - Kegiatan | (Progam dan Kegiatan) Satuan | Target
' 1 | Sasaran Program : | Persentase Ketercapaian | Persen 100
: Tercapainya dari Seluruh Kegiatan |
. penyelenggaraan | pada Program
| pemerintahan yang | Penunjang Urusan |
akuntabel, efektif, efisien i Pemerintahan Daerah |
! | dan tepat waktu | Provinsi
Sasaran Kegiatan : | Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Perencanaan, _
, Perencanaan, Penganggaran, Penganggaran, dan Evaluasi |
i dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Kinerja Perangkat Daerah |
Daerah yang tepat waktu B |
! Sasaran Kegiatan Persentase Ketercapaian | Persen 100
Terealisasinya capalan Kegiatan | Kegiatan Administrasi
Administrasi Keuangan Keuangan perangkat daerah
Perangkat Daerah yang tepat
| waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Administrasi
Administrasi Barang Milik Barang Milik Daerah pada
Daerah pada Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
| yang tepat waktu )
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Administrasi
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian perangkat
, Perangkat Daerah yang tepat daerah
| wakty L 1
| Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Administrasi
Administrasi Umum Perangkat Umum perangkat daerah
Daerah yang tepat waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Daerah | Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Pemerintah | Urusan Pemerintah Daerah
Daerah yang tepat waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Terealisasinya capaian Kegiatan | Kegiatan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
yang tepat waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100

Terealisasinya capaian Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang

tepat waktu

Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah




BELANJA

: : URUSAN / BIDANG URUSAN / |
_ BELANIA KODE | pROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  ANGGARAN
3 PILIHAN
= | |
3.20 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
3.29.01 ' PROGRAM PENUNJANG URUSAN 22.697.509.650
E PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI i
3.29.01.1.01  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | 266.344.000
| | Kinerja Perangkat Daerah . SR _
3.29.0L.1.01.0001 | penyysunan Dokumen Perencanaan Perangkat 62.250.000
| Daerah o . _
3.29.01.1.01.0002 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.475.000
3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan | 12.484.000
RKA-SKPD o } |
3.29.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.483.000
3.29.01.1.01.0005 | koordinasi dan Penvusunan Perubahan DPA- 511?3'[3.'r 7.486.000,
3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 16.220.000
_ | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
3.29.01.1.01.0008 | pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektural 12.810.000
| Daerah _
3.29.01.1.01.0009 pﬂaksan&an Forum Perangkat Daerah 19.640.000
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam
Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan '
| Perangkat Daerah . )
3.29.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = 19.680.017.800
3.29.01.1.02.0002 Penyedlaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - 424.705.000
3.29.01.1.02.0003 | pelaksanaan Penatausahaan dan 15.148.000|
o | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.29.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.948.800
3.20.01.1.02.0005 | Kmrdnnam dan Penyusunan Laporan Keuangan 8.832.000
Akhir Tahun SKPD
3.29.01.1.02.0006 | pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 4.080.000
Pemeriksaan g
3.29.01.1.02,0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 24.200.000
_____________ | Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | .
3.29.01.1.02.0008 | penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis f 4.104.000
A | Realisasi Anggaran I
3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 200.000
; Perangkat Daerah
3.29.01.1.03.0001 ' Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mlllk| 200.000
Daerah SKPD |




URUSAN / BIDANG URUSAN /

1

B
 BELANJA KODE |proGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN| ANGGARAN
3.29.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat | 59.846.000
Daerah
3.29.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atibut 10.000.000
Kelengkapannya ]
3.29.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 2.200.000
Pegawai
3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 47.646.000 |
Tugas dan Fungsi
3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah . 308.074.800
|
3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.027.000
Bangunan Kantor f
3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.625.000
3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.429.000 |
3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
3.25.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.000.000
3.29.01.1.06.0009 vaelehggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1: 79.993,800
SKPD
3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan ! 35;900.:13?
Berhasis Elektronik pada SKPD |
3.29.01.1.07 Pengadaan Ilarang Milik Daerah Penun]ang 8.871.000
| ' Urusan Pemerintah Daerah
3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.871.000
3.29.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.816.569.050
Pemerintahan Daerah |
3.29.01.1.08.0002 i Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AIr | 221.569.600
dan Listrik
3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.595.004.450
3.29.01.1.09 ' Pemeliharaan Barang Milik Daerah I 557.587.000
Penun]ang Urusan Pemerintahan Daerah
3.29.01.1,09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ' 160.203.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .|
3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 257.154.000
| Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

3.29.01.1.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

50.230.000




~ URUSAN / BIDANG URUSAN /

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BELANJA KODE | pproGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN| ANGGARAN
3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 75.000.000
' Bangunan Lainnya
3.20.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 15.000.000

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,




BANKTEN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DERI DARIAWAN, S.T., M.M.T.
Jabatan : KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.
Jabatan  : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjaniji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampira
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang tela
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

e e |

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperluka
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

-

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

230 200212 1 008 NIP. 19780311 200112 1 002




SATUAN KERJA: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

DPPA TA-2025

MINERAL
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGE]
1 | Sasaran Program : Persentase Ketersediaan | Persen 83,20 | |
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Informasi
Data Stake Holder dalam dan Pengendalian Aspek
Penanganan Tata Ruang, Gealogi Dan Air Tanah
Kebencanaan Geologi,
Pengembangan Geowisata,
dan Pengelolaan Air Tanah
Kewenangan Provinsi yang
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Penetapan Zona | Kegiatan Penetapan
Konservasi Air Tanah pada Zona Konservasi Air
Cekungan Air Tanah dalam Tanah pada Cekungan
Daerah Provinsi yang akuntabel | Air Tanah dalam Daerah
Provinsi

Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100

Meningkatnya Penetapan Nilai
Perolehan Air Tanah dalam
Daerah Provinsi yang akuntabel
dan tepat waktu

Kegiatan Penetapan
Nilai Perolehan Air
Tanah dalam Daerah
Provinsi




BELANJA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
BELANIA KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN
3 UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK 949.436.000
KEGEOLOGIAN
3.29.02.1.01  |Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada 844.340.000
Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3.29.02.1.01.0001 |Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi 844.340.000
Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
3.29.02.1.03 |Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam | 105.096.000
Daerah Provinsi Air Tanah dalam Daerah
Provinsi |
3.29.02.1.03.0001 |Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi 26.292.00(
| Nilai Perolehan Air Tanah
'3.29.02.1.03.0002 |Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai 22.516.000
| Perolehan Air Tanah
13.29.02.1.03.0003 |Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air |  56.288.00
Tanah
Serang, November 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
DERI DARIAWAN, S.T., M.M.T.

NIP. 197

NIP. 19780311 200112 1 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI HIDAYAT, S.T., M.A.
Jabatan : KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . ARI JAMES FARADDY, 5.T., M.Si., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampirarn
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telalj
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targe
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluas
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukar
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang,  November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

e

{f [}

DEDI HIDAYAT, S.T.. M.A.
NIP. 19760422 200112 1 001




Meningkatnya
Penatausahaan Izin
Pertambangan Rakyat untuk
Komoditas Mineral Logam,
Batubara, Mineral Bukan
Logam, dan Batuan dalam
Wilayah Pertambangan
Rakyat akuntabel dan tepat
waktu

Kegiatan Penatausahaan
Izin Pertambangan Rakyat
untuk Komoditas Mineral
Logam, Batubara, Mineral
Bukan Logam, dan Batuan
dalam Wilayah
Pertambangan Rakyat

SATUAN KERJA: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA DPPA TA-2025
MINERAL
Sasaran Program dan Indikator Kinerja '
- o Kegiatan (Progam dan Kegiatan) Satuan 'I‘argFt
1 | Sasaran Program : Persentase Persen 80,98
Terkendalinya Ketersediaan
Pertambangan Mineral Pelayanan Informasi
dan Batu Bara Sesuai dan Pengendalian
Good Mining Practice Mineral dan Batubara
yang Ditetapkan
Peraturan Perundang-
Undangan
Sasaran Kegiatan : ' Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Penetapan Kegiatan Penetapan
Wilayah Izin Usaha Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan Bukan Logam dan Batuan
dalam 1 (satu) Daerah dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dan Wilayah Laut Provinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil yang | sampai dengan 12 Mil
akuntabel dan tepat waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Kegiatan Penatausahaan
Penatausahaan Izin Usaha Izin Usaha Pertambangan
Pertambangan Mineral Mineral Bukan Logam dan
Bukan Logam dan Batuan Batuan dalam rangka
dalam rangka Penanaman Penanaman Modal Dalam
Modal Dalam Negeri pada Negeri pada Wilayah Izin
Wilayah Izin Usaha Usaha Pertambangan
Pertambangan Daerah yang @ Daerah yang Berada dalam
Berada dalam 1 (satu) 1 (satu) Daerah Provins
Daerah Provinsi termasuk termasuk Wilayah Laut
Wilayah Laut sampai sampai dengan 12 Mil Laut
dengan 12 Mil Laut
akuntabel dan tepat waktu
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100




BELANJA

BELANJA KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

3

UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN

3.29

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

3.29.03

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN
BATUBARA

543.858.000

3.29.03.1.01

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1
(satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil

3.29.03.1.01.0002

Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
sampai dengan 12 Mil

25.500.000

~25.500.000

3.29.03.1.03

Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
Laut

417.758.000

3.29.03.1.03.0002

Koordinasi dan  Sinkronisasi dalam rangka
Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan
dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh
Pemerintah Pusat

335.838.000

53.19.n3.1.u3.nm3

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi
1zin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

17.840.000

'3.29.03.1.03.0004

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan
Usaha Pertambangan Mineral BukanLogam dan
Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

64.080.000

fa.za.ua. 1.04

Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat
untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,
Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam
Wilayah Pertambangan Rakyat

iﬂﬂ.ﬁﬂﬂ.ﬂﬂP




|
' BELANJA KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

3.29.03.1.04.0003

Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan
dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk
Komaoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan
Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan
Rakyat

Pihak Kedua,

230 200212 1 008

Serang,

Pihak Pertama,

.

/I
T.. M.Si., M.

November 2025

DEDI HIDAYAT, S.T.

100.600.00

0

 M.A.

NIP. 19760422 200112 1 001




BAMTEN|

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IT MAHFUDIN, S.T.
Jabatan : PlIt. KEPALA BIDANG PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targ
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiuka$
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,




SATUAN KERJA: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA DPPA TA-2025
MINERAL
Sasaran ram dan Indikator Kinerja
. Ke;":gan (Progam dan Kegiatan) - Gt
1 | Sasaran Program : Pelaku Usaha Persen 90,08
Meningkatnya Akses Ketenagalistrikan yang
Masyarakat terhadap Memenuhi Standar
Pelayanan
Ketenagalistrikan yang
Merata, Andal,
Berkeadilan dan Sesuai
dengan Ketentuan yang
Ditetapkan Peraturan
Perundangan serta
efektif dan efisien
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Kegiatan Penatausahaan
Penatausahaan Izin Usaha | Izin Usaha Penyediaan
Penyediaan Tenaga Listrik | Tenaga Listrik Non Badan
Non Badan Usaha Milik Usaha Milik Negara dan
Negara dan Penjualan Penjualan Tenaga Listrik
Tenaga Listrik serta serta Penyewaan Jaringan
Penyewaan Jaringan kepada | kepada Penyedia Tenaga
Penyedia Tenaga Listrik Listrik dalam Daerah
dalam Daerah Provinsi dan | Provinsi (%)
tepat waktu
BELANJA
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / |
BELANJA KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN
3 UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN| 203.468.000
3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga 203.468.000
Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan
Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam
Daerah Provinsi
3.29.06.1,01.0001 |Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha 54.900.000
Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik
Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan
Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah
Provinsi




BELANJA KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB KEGIATAN

3.29.06.1.01.0002

ANGGARAN

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Lzin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha
Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik
dalam Daerah Provinsi

27.050.000

3.29.06.1.01.0003

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha
Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta
Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik
dalam Daerah Provinsi

121.518.000

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihagk Pertama,

N, S.T.
NIP. 19811025 201001 1 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI KURNIAWAN, S.T., M.T.

Jabatan : Pit. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARI JAMES FARADDY, 5.T., M.Si.,, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampirar
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasj
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

i

BUDI KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19721230 200212 1 008 NIP. 19810112 200604 1 007




SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA DPPA TA-2025
MINERAL
Indikator Kinerja
No Sasara: Pli'ng:am dan (Progam dan Satuan @ Target
| Sanean Kegiatan)
1 | Sasaran Program : Cakupan ketersediaan | Persen | 75,00
Meningkatnya informasi potensi dan
Pengembangan dan pelayanan
Pemanfaaatan Potensi pemanfaatan langsung
Energi Baru Terbarukan energi baru terbarukan
B efektif dan efisien !
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan
penyediaan Biomassa penyediaan Biomassa
dan/atau Biogas dalam wilayah | dan/atau Biogas dalam
| provinsi yang tepat guna wilayah provinsi
Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan
aneka energi baru terbarukan | aneka energi baru
berupa sinar matahari, angin, | terbarukan berupa sinar
aliran dan terjunan air, matahari,angin, aliran dan
gerakan dan perbedaan suhu | terjunan air, gerakan dan
lapisan laut dalam wilayah perbedaan suhu lapisan
provinsi yang tepat guna laut dalam wilayah
| | provinsi
2. | Sasaran Program : Cakupan Pelayanan Rumah | 17.000
Meningkatnya Akses Listrik untuk Wilayah Tangga
Masyarakat terhadap Belum Berkembang, Sasaran
' Pelayanan Daerah Terpencil dan (RTS)
‘ Ketenagalistrikan yang Perdesaan (RTS)
Merata, Andal, Berkeadilan
| dan Sesuai dengan
Ketentuan yang
Ditetapkan Peraturan
‘ Perundangan serta efektif
dan efisien
| Sasaran Kegiatan : Persentase Ketercapaian Persen 100

Meningkatnya Penganggaran
untuk Kelompok Masyarakat
Tidak Mampu, Pembangunan
Sarana PenyediaanTenaga
Listrik Belum Berkembang,
Daerah Terpencil dan
Perdesaan tepat sasaran

Kegiatan Penganggaran
untuk Kelompok
Masyarakat Tidak Mampu,
Pembangunan Sarana
PenyediaanTenaga Listrik
Belum Berkembang,
Daerah Terpencil dan
Perdesaan




BELANJA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM

ANGGARAN

berupa sinar matahari, angin, aliran dan
terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu
lapisan laut dalam wilayah provinsi

[
BELANINEORE | / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3 UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI 5.566.413.800
 TERBARUKAN i
3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan 5.556.413.8b0
|

2.29.05.1.07.0007

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT

5.566.413.800

3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN 15.649.430.250
. KETENAGALISTRIKAN
3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat | 15.649.430.250
Tidak Mampu, Pembangunan Sarana
Penyediaan Tenaga Listrik Belum
Berkembang, Daerah Terpencil dan
__|Perdesaan B
3.29.06.1.06.0003 |Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran

untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

3.29.06.1.06.0006

1.493.5&5.5Fn

Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik

14.151.344.750

Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan
Perdesaan
Serang, November 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
‘
BUDI AN, S.T.. M.T.

NIP. 19810112 200604 1 007




LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon IV di Lingkungan Dinas Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMAN SAPTAAIJI, ST. MM.T.

Jabatan : Pit. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YIYI BOCHARI, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Pit. SEKRETARIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL PROVINSI BANTEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2025

Pihak Pertama,

HI N SAPTAAJIL, ST. MM.T.
NIP. 19710924\200112 1 003 NIP. 19720926 200604 1 004




SATUAN KERJA :

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

DPPA TA-2025

MINERAL
Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja 1
e Kegiatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan) Satuan Tarpet _
1 2 3 4 £
1 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan, Penganggaran, dan P " 100
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang tepat waktu Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumiah Dokumen Perencanaan Dokumen 3
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
 Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen 1
dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Tersusunnya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Dokumen 1 ]
RKA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD SKPD
Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD | Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen | |
dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
Tersusunnya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dokumen 1
DPA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
Perubahan DPA-SKPD SKPD
1 Tersusunnya Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan | Dokumen 16
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
Tersusunnya Laporan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dokumen e |
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Data "Jumiah Data Statistik Sektoral Daerah Data |
Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah
Pelaksanaan Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Hasil Forum Berita Acara |
Daerah Berdasarkan Bidang Urusan | Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
yang Diampu dalam Rangka Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan | Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Perangkat Persen 100
Perangkat Daerah Daerah
Terlaksananya Pembayaran Gaji dan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | Orang/Bulan 73
Tunjangan ASN Tunjangan ASN




Sasaran Kegiatan dan Sub |

Indikator Kinerja

daerah

No Kegiatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan) | Sotuan | Target
w 2 3 4 | 5 |
Tersusunnya Dokumen Hasil Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan | Laporan 12
Penyediaan Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
Pelaksanaan Tugas ASN
Tersusunnya Dokumen Jumilah Dokumen Penatausahaan dan Laporan 12
Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Tersusunnya Dokumen Hasil Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi dan Laporan 12
Koordinasi dan Pelaksanaan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Akuntansi SKPD
Tersusunnya Laporan Keuangan Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 1
Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD
Tersusunnya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Laporan 1
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan
Tersusunnya Laporan Keuangan i Jumilah Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan 18
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Triwulanan/Semesteran SKPD dan
SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan _ Laporan 2
dan Analisis Prognosis Realisasi Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran I
3 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Persen 100
Daerah pada Perangkat Daerah | pada Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5
SKPD
| 4 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Persen 100
perangkat daerah perangkat daerah
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 1
Atribut Kelengkapan (Paket) Atribut Kelengkapan (Paket) Paket
Tersusunya Dokumen Monitoring, Jumiah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Dokumen 1
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai
' Meningkatnya Kompetensi Pegawal | Jumiah Pegawai Berdasarkan Tugas Orang 6
sesuai tugas dan fungsi dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
5 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Administrasi Umum perangkat | Administrasi Umum perangkat Persen 100




Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja
No u?;iatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan) Satuan | Target
1 2 ] . 3 4 5
Tersedianya Komponen Instalasi | Jumiah Paket Komponen Instalasi Paket 1
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang tepat waktu | yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan Paket 2
Perlengkapan Kantor yang tepat Perlengkapan Kantor yang Disediakan
waktu
Terlaksananya Kebutuhan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Paket 1
Rumah Tangga yang Disediakan dan | yang Disediakan
tepat waktu :
Terlaksanya Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Paket 1
Penggandaan yang Disediakan dan | Penggandaan yang Disediakan
tepat waktu
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Laporan 1
| Tamu Tamu
Terlaksananya Laporan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Laporan 1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Dokumen Dukungan | Jumlah Dokumen Dukungan Dokurnen 2
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
6 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah | Penunjang Urusan Pemerintah Persen 100
Daerah Daerah
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan tepat Lainnya yang Disediakan Unit 1
waktu
7 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100
Daerah
Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Sumber Daya Air dan Listrik yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Laporan 12
tepat waktu Listrik yang Disediakan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang tepat | Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 12
waktu Disediakan
8 | Tercapainya Kegiatan Persentase Ketercapaian Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100
Pemerintahan Daerah Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 7
Dinas Jabatan yang tepat waktu




Sasaran Kegiatan dan Sub Indikator Kinerja
No Kegiatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan) Setuad Tar?et“
. . 2 3 4 3
Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 37
Lapangan yang tepat waktu
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 46
Lainnya yang tepat waktu yang Dipelihara n
Terpeliharanya/ terehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1
Lainnya yang tepat waktu
Terpeliharanya/ terehabilitasi Sarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
dan Prasarana Gedung Kantor atau | Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 2
Bangunan Lainnya yang tepat waktu | Dipelihara/Direhabilitasi
BELANJA
URUSAN / BIDANG URUSAN /
BELANJA KODE |ppoGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN| ANGGARAN
3 PILIHAN
3.29 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1;_59;,509,15
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi ZEE.SH.dﬂﬂ
Kinerja Perangkat Daerah ]
3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 62.250.000
Daerah
3.29.01.1.01.0002 | Kpordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12,475,000
3.29.01.1.01.0003 | koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 12.484.000
RKA-SKPD
3.29.01.1.01,0004 | koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.483.,000
3.29.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.486,000
3.29.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 16.220,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [
3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.496,000
3.29.01.1.01.0008 | pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral 12.8104000
Daerah -
3.29.01.1.01.0009 | pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 19.640.000
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam
Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
3.29.':'1.1 .Dz.ﬂﬂﬂl F‘E”l’redllaan GE]I dan Tunjangan ASN 19.19?.'&0”4%“




URUSAN / BIDANG URUSAN /
BELANJA KODE | pp0GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN| ANGGARAN
3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 424-?[}5-“?0
3.29.01.1.02.0003 | pelaksanaan Penatausahaan dan 15.148.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3:29.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.948.800
3.29.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 3332-”?“
Akhir Tahun SKPD
3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 4.080.000
Pemeriksaan ]
3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 24-209-%’“
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 4.104.000
Realisasi Anggaran
3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 200.000
Perangkat Daerah
3.29.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 200.000|
Daerah SKPD
3.29.01.1.05 “Administrasi Kepegawaian Perangkat 59.846.000
Daerah
3.29.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 10.000.000
Kelengkapannya
3.29.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 2.200.000
Pegawai
3.29.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 47.646.000
Tugas dan Fungsi
3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.074.800
13.29.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.027.000
Bangunan Kantor
3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.625.000
3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 32.429.000
3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.0?{]
3.29.01.1.06.0009 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 79.993.800
SKPD
3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 3G.Dﬂﬂ.0&ﬂ
Berbasis Elektronik pada SKPD
3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 8.871.000
Urusan Pemerintah Daerah
3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.871.000




' BELANJA KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN /

| SEERAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN| ANCGARAN

3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.816.569.050

| Pemerintahan Daerah

13,29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 221.564.500
dan Listrik

3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.595.004.450 |

3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 557.587.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.29.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 160.203.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.29.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 257.154.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.230.000

3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 75.000.000
Bangunan Lainnya

3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 15.000.000

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Serang, November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SAPTAAJL ST.
NIP. 19720926 200604 1 004
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